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ABSTRAK

Pertumbuhan kendaraan bermotor seringkali dikonotasikan negatif oleh masyarakat.
Kemacetan serta polusi yang dihasilkan menjadi contoh dampak negatif yang sering
diasosiasikan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Namun di sisi lain,
pajak serta retribusi kendaraan bermotor (PKB & BBNKB) merupakan sumber
utama pendapatan pemerintah daerah yang selanjutnya berkontribusi terhadap
anggaran belanja infrastruktur jalan. Sebagai salah satu faktor pendorong
perekonomian, infrastruktur juga merupakan solusi dari ketimpangan antar daerah
yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pendapatan pemerintah yang diperoleh dari kendaraan bermotor terhadap
perekonomian daerah. Selain itu, penulis memiliki tujuan lain yaitu melihat korelasi
antara pajak dan retribusi kendaraan bermotor dengan ketimpangan daerah di tiga
provinsi, yaitu: DKI Jakarta, D.l. Yogyakarta dan Banten tahun 2008-2017. Hasil
estimasi multiple OLS menunjukkan bahwa rasio pajak dan retribusi kendaraan
bermotor terhadap realisasi belanja infrastruktur jalan tidak signifikan secara statistik
dalam memengaruhi perekonomian daerah. Sementara itu, hasil perhitungan Indeks
Williamson mengindikasikan bahwa daerah dengan pengalokasian infrastruktur
yang lebih tinggi akan maju lebih cepat daripada daerah lain yang pengalokasian
infrastrukturnya relatif rendah.

Kata kunci: PKB, BBNKB, infrastruktur jalan, ketimpangan daerah



ABSTRACT

The increase of motor vehicles is often negatively connotated by the community.
Traffic and pollution produced are examples of the negative impacts frequently
associated with the increase of the number of motor vehicles. On the other hand,
taxes and levies on motor vehicles (PKB & BBNKB) are the main sources of local
government revenues which further contribute to the road infrastructure budget. As
one of the driving factors of the economy, infrastructure is also a solution to regional
inequality in Indonesia. This study aims to determine the effect of government
revenues obtained from motor vehicles on the regional economy. Furthermore, the
author aims to see the correlation between taxes and retribution of motor vehicles
and regional inequality in three provinces, namely: DKI Jakarta, D.l. Yogyakarta and
Banten from 2008 — 2017. The multiple OLS estimation results show that the ratio of
taxes and levies on motor vehicles to the realization of road infrastructure spending
is not statistically significant in influencing the regional economy. Meanwhile, the
result from Williamson Index calculation indicates that province(s) which allocate
more in infrastructure provision will grow more rapidly compared to those that do not
allocate as much.

Keywords: PKB, BBNKB, road infrastructure, regional inequality
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat penting dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, selama bertahun
— tahun pembangunan hanya terfokus di pulau Jawa sebagai pusat perekonomian.
Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurang lancarnya mobilitas barang dan
jasa serta terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di satu wilayah. Kedua faktor
tersebut dapat diatasi salah satunya dengan adanya pemerataan pembangunan
infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga
ketimpangan dapat dikurangi. Mengingat peran penting infrastruktur dalam
mengatasi ketimpangan pembangunan, proses perencanaan yang matang
merupakan faktor penting dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu bagian
perencanaan tentunya adalah faktor pembiayaan infrastruktur itu sendiri, yang mana
skema pembiayaan tersebut masih didominasi oleh anggaran yang berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dan anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD).

Sumber pembiayaan infrastruktur di Indonesia terbagi menjadi tiga, vyaitu
APBN/APBD, BUMN dan Swasta (Kemenkeu, 2017). Semenjak tahun 2009
anggaran belanja terhadap infrastruktur terus mengalami peningkatan, hal tersebut

dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan Anggaran Infrastruktur Tahun 2009 - 2017
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Terlihat bahwa peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2015, dimana anggaran
tumbuh sekitar 4,5 persen dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat kenaikan
anggaran belanja pemerintah yang cukup signifikan, hal tersebut belum mampu
memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Maka dari itu,
dibutuhkan peran BUMN dan swasta dalam memenuhi pembangunan infrastruktur
nasional. Dapat terlihat dari gambar 2, bahwa APBN masih mendominasi

pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Gambar 2. Struktur Pembiayaan Infrastruktur Indonesia Tahun 2010 - 2013

-llr

Sumber: Kementerian Keuangan, (2014).

Peran APBD dalam pengadaan infrastruktur menjadi lebih besar bagiannya bagi
pembangunan di daerah. APBD sebagai bagian dalam pembiayaan infrastruktur
memiliki beberapa komponen yang salah satunya adalah pendapatan asli daerah
(PAD). Kondisi tersebut tentunya dapat menjadi masalah bagi daerah yang memiliki
pendapatan rendah. Hal tersebut terjadi karena daerah yang lebih kecil secara
administrasi memiliki retribusi pendapatan yang rendah pula (Mahadevia, 2007).
Dibandingkan dengan daerah yang sudah terbilang berkembang, daerah yang
masih tertinggal cukup sulit untuk mengandalkan peran swasta dalam membangun
infrastruktur. Terlebih lagi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh
pemerintah pusat seringkali hanya dilakukan di daerah yang dianggap vital bagi
perekonomian nasional. Kondisi tersebut membuat anggaran yang berasal dari

APBD menjadi sumber utama pembangunan infrastruktur suatu daerah.

Melalui paket Undang — Undang tahun 1999, pemerintah daerah memiliki hak penuh
dalam mengelola APBD. Salah satu hak pendapatan yang diterima oleh pemerintah

daerah saat ini adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), dimana pajak tersebut
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merupakan komponen dari pendapatan asli daerah (PAD) yang turut berkontribusi
pada perekonomian. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Mabe & Kuusana (2016), bahwa sumber pendapatan yang berasal dari pajak dapat
berkontribusi pada pembangunan wilayahnya itu sendiri. Hasil penelitian tersebut
juga mengatakan bahwa kontribusi pajak akan besar terhadap pembangunan
infrastruktur ketika penerimaan pemerintah lebih besar dari total pengeluarannya
untuk infrastruktur. Artinya terdapat peran PKB yang saat ini menjadi pendapatan
terbesar bagi beberapa provinsi di Indonesia dalam memfasilitasi pembangunan
infrastruktur, sehingga hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah.

Sebagai bagian dari PAD, PKB Indonesia saat ini punya kontribusi yang tidak bisa
diabaikan terhadap pembangunan infrastruktur termasuk diantaranya sektor
transportasi yang sangat penting dalam menjawab kebutuhan angkutan logistik
nasional. Sektor transportasi yang baik seharusnya dapat mendukung kegiatan
ekonomi suatu negara, terutama pada sektor perdagangan karena menyangkut
distribusi barang dan jasa. Menurut Meersman & Nazemzadeh (2015) pertumbuhan
sarana transportasi seperti penambahan panjang jalan dan rel kereta api dapat
meningkatkan aktivitas ekspor maupun impor suatu negara. Selain itu, kualitas
sistem transportasi yang terintegrasi akan memudahkan distribusi barang dari
pelabuhan ke seluruh daerah. Karena itulah pembangunan jalan antar provinsi,
jalan tol, pelabuhan, bandara hingga kereta api masuk ke dalam proyek strategis

nasional.

Akan tetapi, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor disisi lain seringkali
dikonotasikan sebagai hal yang negatif, mengingat kendaraan bermotor
menghasilkan polusi udara serta menjadi salah satu penyebab terjadinya
kemacetan. Somuyiwa dan Adewoye (2010) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa laju pertumbuhan kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh jumlah
penduduk. Kondisi tersebut tentunya dapat mengakibatkan dampak negatif
terhadap perekonomian yang salah satunya berupa kemacetan. Menurut data yang
dilansir Badan Pusat Statisik (BPS) pada tahun 2014, sekitar 71,08 persen
penduduk Indonesia memiliki kendaraan bermotor. Artinya dari 248 juta jiwa sekitar
171,2 juta diantaranya menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang
mobilitasnya. Kondisi tersebut terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhannya
yang mencapai 6 juta kendaraan per tahun (BPS, 2015). Selain peningkatan jumlah
kendaraan yang signifikan, ketersediaan infrastruktur dan transportasi publik
menjadi faktor lain penyebab terjadinya kemacetan di Indonesia. Pertumbuhan
infrastruktur berupa panjang dan lebar jalan tidak mampu mengimbangi jumlah
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kendaraan bermotor yang terus meningkat. Sementara itu, rendahnya kualitas
transportasi publik menyebabkan masyarakat cenderung memilih menggunakan
kendaraan pribadi sebagai penunjang mobilitasnya. Laporan yang dirilis World
Economic Forum (2014), menyatakan bahwa salah satu kendala pertumbuhan
ekonomi di Indonesia adalah buruknya kualitas infrastruktur. Pada tahun 2016 saja
Indonesia hanya menempati urutan ke — 60 dalam hal kualitas infrastruktur di dunia,
dengan indeks keseluruhan mencapai 4.2 (World Bank, 2016). Sebagai salah satu
bentuk eksternalitas di bidang transportasi, kemacetan dapat menyebabkan
turunnya produktivitas masyarakat baik dari segi waktu maupun kesehatan hingga

degradasi lingkungan (Louis et al, 2006).

Konotasi negatif kendaraan bermotor juga terkait dengan posisinya sebagai salah
satu sumber penghasil polusi di dunia, dimana sekitar 70 persen pencemaran udara
di daerah perkotaan disebabkan oleh kendaraan bermotor (Gunawan &
Kusminigrum, 2008). Terlebih lagi kemacetan di daerah perkotaan membuat
intensitas polusi yang dihasilkan semakin tinggi. Hal tersebut tentunya dapat
berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan
turunnya produktivitas masyarakat (Sjafruddin, n.d.). Di sisi lain, kemacetan juga
menimbulkan social cost berupa lamanya waktu tempuh perjalanan masyarakat
sehingga dapat berdampak pada turunnya produktivitas dalam bekerja. Selain itu,
meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kecelakaan, dan tingkat stress
merupakan resiko lain dari adanya kemacetan. Kondisi inilah yang pada akhirnya

membuat peningkatan jumlah kendaraan bermotor sering dikonotasikan negatif.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pertumbuhan jumlah kendaraan selama ini diidentikkan dengan hal negatif seperti
kemacetan dan polusi yang dihasilkan. Kemacetan yang terjadi di perkotaan
berdampak pada bertambahnya waktu perjalanan masyarakat. Selain itu, polusi
kendaraan bermotor menyebabkan kualitas udara memburuk dan berpotensi
memengaruhi kesehatan. Kedua dampak negatif tersebut pada akhirnya akan
menurunkan produktivitas masyarakat. Padahal di sisi lain, pajak yang dibebankan
kepada pemilik kendaraan berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah. Sesuai
dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang sudah ditetapkan sejak tahun 1999,
pemerintah daerah memiliki hak dalam mengelola anggaran belanja daerahnya.
Meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan di Indonesia dalam beberapa tahun
terakhir tentunya sejalan dengan besaran PKB dan BBNKB yang diterima oleh
pemerintah. Kondisi tersebut membuat anggaran belanja pemerintah daerah

bertambah sehingga memungkinkan untuk dialokasikan dalam membangun
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infrastruktur. Sejauh ini, berbagai penelitian sudah mengungkapkan bahwa infrastruktur
dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Salah satu isu dalam pembangunan
ekonomi nasional saat ini adalah timpangnya pembangunan infrastruktur antar
wilayah di Indonesia. Daerah yang dekat pusat perekonomian seringkali memiliki
kualitas infrastruktur yang lebih baik seperti pulau Jawa dibandingkan dengan
wilayah di timur Indonesia. Pembangunan tersebut tentunya dapat mengurangi
ketimpangan antar daerah yang telah terjadi bertahun — tahun di Indonesia. Kondisi
tersebut dapat terjadi akibat pemerintah daerah memiliki keluasaan dalam membuat
prioritas pembangunan bagi daerahnya. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat

menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah pajak dan retribusi kendaraan bermotor memengaruhi kinerja
perekonomian daerah?
2. Jika ya, apakah alokasi pajak dan retribusi kendaraan bermotor untuk

pembangunan infrastruktur dapat menurunkan ketimpangan daerah?

Sejauh ini, berbagai penelitian sudah mengungkapkkan bahwa infrastruktur dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun salah satu isu dalam pembangunan
ekonomi nasional saat ini adalah timpangnya pembangunan infrastruktur antar
wilayah di Indonesia. Daerah yang dekat pusat perekonomian seringkali memiliki
kualitas infrastruktur yang lebih baik seperti pulau Jawa dibandingkan dengan
wilayah di timur Indonesia. Maka dari itu, desentralisasi fiskal yang digambarkan
dengan PKB dan BBNKB diharapkan mampu mengurangi ketimpangan
pembangunan wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut memberikan pemerintah

daerah keluasaan dalam membuat prioritas pembangunan bagi daerahnya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan penulis,
penelitian  ini bertujuan untuk melihat bagaimana PKB dan BBNKB dapat
meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan sudut pandang baru mengenai PKB dan BBNKB dalam mengurangi
ketimpangan pembangunan di Indonesia melalui infrastruktur sebagai variabel
mediator. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
baru mengenai hubungan antara pajak dan retribusi kendaraan bermotor dengan

perekonomian daerah melalui satu variabel mediator yaitu infrastruktur.



1.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 3. Kerangka Pemikiran
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Isu pertumbuhan kendaraan seringkali diartikan negatif oleh banyak kalangan akibat
dampak yang dihasilkannya. Kemacetan merupakan salah satu contoh dari dampak
negatif yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan. Namun kenyataannya,
hal tersebut juga mampu menghasilkan dampak positif yaitu meningkatnya
pendapatan pemerintah melalui PKB dan BBNKB. Peningkatan jumlah pajak dan
retribusi tentunya akan menambah besaran APBD, yang artinya pemerintah daerah
mampu mengalokasikan anggaran tersebut bagi pembangunan daerahnya. Penelitian
yang dilakukan oleh Rompis, llat & Wangkar (2015) mengungkapkan bahwa sejak
reformasi politik di tahun 1998, Indonesia terus berupaya menggaungkan sistem
otonomi daerah. Sistem tersebut ditujukan agar pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan daerahnya itu sendiri. Pernyataan
tersebut kemudian sejalan oleh Mahadevia (2007) dimana struktur administrasi yang
kuat dan rinci hingga ke tingkat hirarki yang lebih kecil akan berpengaruh terhadap
besaran pajak yang didapat serta meningkatkan kualitas prasarana suatu kota.
Dengan besarnya pendapatan, maka pengeluaran yang dialokasikan untuk
pembangunan infrastruktur akan meningkat. Kondisi ini pada akhirnya akan
memengaruhi  kualitas layanan yang diberikan pemerintah kota kepada
masyarakatnya. Kualitas infrastruktur yang semakin baik jelas akan memberikan
pengaruh pada aktivitas ekonomi di suatu daerah. Pembangunan daerah sendiri
diyakini merupakan integral dari upaya pembangunan nasional yang pada
hekekatnya merupakan bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(Rompis, llat & Wangkar, 2015).



Saat ini instrumen pajak belum banyak dianggap sebagai variabel yang mam pu
mendorong kinerja perekonomian suatu daerah. Padahal pajak memiliki salah satu
fungsi yaitu budgetair yang artinya sebagai sumber penerimaan negara. Dalam
aspek pembangunan, pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendanaan. Sumber
pembiayaan infrastruktur di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu APBN/APBD,
BUMN dan swasta (Kemenkeu, 2017). Semenjak tahun 2005 anggaran belanja
terhadap infrastruktur terus meningkat dan APBD menjadi sumber utama
dibandingkan dengan BUMN dan swasta. Pembangunan modal fisik (physical
capital) merupakan faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan modal fisik berupa infrastruktur memiliki kontribusi yang besar dalam
meningkatkan produktivitas dan dalam jangka panjang diharapkan dapat

meningkatkan kinerja ekonomi (Maryaningsih et al, 2014).

Pembangunan infrastruktur transportasi yang digambarkan oleh kualitas jalan serta
panjang jalan akan meningkatkan mobilitas penduduk maupun barang. Kedua hal
tersebut merupakan faktor utama dalam meningkatkan aktivitas masyarakat,
dimana pada akhirnya akan berujung pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fedderke & Bogetic dalam Fan, Zheng & Shi
(2016) bahwa pembangunan infrastruktur publik dapat memengaruhi kinerja sektor
swasta dalam hal input-outfputnya. Produktivitas yang dihasilkan oleh sektor swasta
sebagai penggerak utama perekonomian tentunya akan meningkatkan Kinerja
ekonomi perkotaan. Hal tersebut kemudian sesuai oleh penelitian dari Meersman &
Nazemzadeh (2015), dimana faktor perluasan jalan serta panjang rel kereta akan
memengaruhi sektor perdagangan di Belgia. Perluasan infrastruktur untuk
perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan lapangan pekerjaan di
sektor hilir. Hal tersebut tidak terlepas dari peran infrastruktur sebagai variabel
mediator antara PKB dan BBNKB dengan kinerja ekonomi daerah. Pembangunan
infrastruktur transportasi yang dianggarkan dari APBD akan meningkatkan
perekonomian daerah. Maka dari itu, sumber pendapatan dari kendaraan bermotor
dapat mempromosikan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur

transportasi.
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